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ABSTRAK 
 
Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap 
Evenement Pada Transportasi Online PT. Grab Indonesia Cabang 
Surabaya” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk 
menjawab pertanyaan tentang apasaja evenement yang terjadi terhadap konsumen 
PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya dan bagaimana perlindungan konsumennya 
menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. 
Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir 
deduktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam hukum Islam jika ditinjau 
dari ushul fiqh praktek yang dijalankan oleh perusahaan PT. Grab Indonesia 
Cabang Surabaya ini  sesuai dengan misinya sesuai dengan tujuan umum dari 
hukum syari’at atau maqas}id syari|’ah yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan 
hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. 
Adanya jasa transportasi online memberikan kemudahan bagi konsumen dan 
mendatangkan rezeki bagi pemgemudi. Ketika terjadi evenement pada konsumen 
PT. Grab Indonesia, pihak perusahaan telah memfasilitasi layanan pengaduan 
yang terdapat dalam aplikasi Grab yaitu pusat bantuan. Dengan adanya pengaduan 
dari konsumen maka PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya akan menindaklanjuti 
adanya pengaduan dari konsumen. Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan 
konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan jaminan atas 
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Secara 
umum, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh 
konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999. Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha terhadap 
kerugian yang diderita oleh konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
Saran bagi PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya segera membenahi 
aplikasi yang menjadi sumber transaksi antara mitra pengemudi/driver dengan 
konsumen. Karena dengan aplikasi, akad yang dijalankan oleh perusahaan akan 
diketahui di awal, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi mitra 
pengemudi/driver maupun konsumen. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya 
dapat memperluas penelitian tidak hanya pada evenement pada PT. Grab 
Indonesia Cabang Surabaya, sehingga hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi 
konsumen maupun perusahaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas hubungan dengan 
orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia 
sangatlah beragam, sehingga secara diri sendiri tidak bisa untuk 
memenuhinya. 
Tingkat perkembangan ekonomi dunia ini ditandai dengan arus 
mobilitas penduduk yang semakin meningkat seiring dengan tingginya lalu 
lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya 
persaingan bisnis. Indonesia mempunyai banyak perusahaan besar yang 
menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa. Untuk di bidang 
jasa, salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting 
adalah jasa transportasi. Banyak penduduk yang saling mengirimkan barang 
dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya sehingga jasa transportasi menjadi 
peranan sangat penting dalam masyarakat untuk menuju perekonomian. 
Diantara sekian banyak usaha jasa yang ditawarkan, transportasi 
online merupakan usaha jasa yang saat ini mulai banyak diminati masyarakat 
dan cukup menjanjikan di era teknologi yang semakin canggih. Semua bidang 
mulai merambah untuk menggunakan teknologi agar mempermudah 
pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2: 
 
 
                              
         
“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 
amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al- Maidah: 2)1 
 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia tidak bisa 
hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia 
memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. 
Terutama dalam hal kebaikan, harus saling tolong menolong satu dengan 
yang lainnya.
2
 Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan 
pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk 
garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi 
perkembangan perekonomian dikemudian hari.
3
 
Fenomena transportasi jalan online merupakan fenomena 
perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada 
umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia 
transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu 
pengetahuan (science) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan 
(science) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya 
                                                          
1
 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-quran dan Tafsirnya  (Bandung: Cordoba, 2012), 
106. 
2
 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah  (Jakarta: Amzah, 2013), 54. 
3
 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5. 
 
 
inovasi, semakin maju dan canggih pula roda transportasi dan komunikasi 
yang ada dalam masyarakat.
4
 
Perkembangan pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
memunculkan inovasi-inovasi baru dibidang industri barang dan/atau jasa. 
Salah satu inovasi baru di bidang industri jasa adalah pengangkutan umum 
dengan menggunakan aplikasi internet sebagaimana telah dioperasikan oleh 
perusahaan transportasi jalan online, salah satunya Grab. Dalam konteks 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perusahaan transportasi jalan online 
berkedudukan sebagai pelaku usaha, sedangkan pengguna jasa transportasi 
jalan online berkedudukan sebagai konsumen. John F. Kennedy mengatakan 
pada tahun 1962 bahwa 2/3 dari penggunaan uang di dunia ekonomi 
dilakukan oleh konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen 
adalah tingkat kesadaran konumen yang masih rendah, yang terutama 
disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Sesuai dengan asas 
keamanan dan keselamatan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen 
dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang 
dikonsumsi atau digunakan.
5
 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
kosnsumen telah menyatakan secara jelas bahwa hak atas kenyamanan, 
keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.
6
 Selain itu 
juga disebutkan bahwa dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, 
                                                          
4
 Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1. 
5
 Ibid., 95. 
6
 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 4. 
 
 
mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa lain secara Cuma-
Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikannya.
7
 
Mengacu pada website resmi Grab, merupakan sebuah perusahaan 
asal  Malaysia yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di 
enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, 
Vietnam, Indonesia dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi 
industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan 
serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan sentero Asia Tenggara. Di 
Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti GrabCar, 
GrabShare, GrabBike, GrabTaxi, GrabHitc, GrabFood dan GrabExpress.
8
 
Transportasi jalan online (Grab) sesuai dengan visinya dan yang 
selama ini dianggap memudahkan bagi masyarakat ternyata tidak selamanya 
memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Benturan kepentingan yang 
muncul dari fenomena transportasi jalan online dewasa ini bahkan telah 
berujung pada kejadian yang tidak terduga atau disebut evenement yang bisa 
dialami oleh siapa saja. Untuk memberikan jaminan tersebut, Pemerintah 
dibebani fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektor perlindungan 
konsumen. 
Dengan demikian, semua orang dapat melakukan pertimbangan dalam 
memilih jasa transportasi Grab untuk menjadikan opsi sebagai pilihan 
alternatif dalam bertransportasi. Karena pada dasarnya, transportasi jalan 
                                                          
7
 Ibid., Pasal 3. 
8
 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Grab_(aplikasi) diakses pada tanggal 20 September 2017. 
 
 
online (Grab) dianggap memberikan kemudahan bagi konsumennya, sehingga 
sebagai konsumen ingin mendapatkan pelayanan yang baik yang memberikan 
kenyamanan dan keselamatan. Hal ini sesuai dengan tujuan umum maqas}id 
al-syari|’ah. Seperti yang dikutip Sapiudin Shidiq, Imam al-Syaitibi dalam 
kitab al-muwafaqat berkata: “Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali 
untuk merealisasikan manusia baik di dunia dan di akhirat dan dalam rangka 
mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka”.9 
Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan 
kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari 
mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah 
kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima 
perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara 
inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. Semuanya 
untuk kemaslahatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiyā 
ayat 107:
10
 
            
“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat 
bagi semesta alam”. (Q.S. Al-Anbiyā: 107).11 
Rahmat dalam ayat di atas dimaksudkan adalah kemaslahatan untuk 
semesta alam, termasuk di dalamnya manusia. 
  
                                                          
9
 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), 225. 
10
 Ibid., 226. 
11
 Kementrian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Tafsirnya  (Bandung: Cordoba, 2012), 
331. 
 
 
Perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi online PT. Grab 
Indonesia telah beroperasi lebih dari lima kota di Indonesia, dan telah 
memiliki lebih dari lima kantor cabang. Salah satunya adalah kota Surabaya 
dengan alamat kantor cabang di Jl. Klampis Jaya No.8F, Klampis Ngasem, 
Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117. Setiap penumpang dapat 
melakukan pemesanan via online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh 
perusahaan, konsumen hanya tinggal mendownload maka aplikasi Grab akan 
terpasang pada layar handphone. Dalam aplikasi tersebut, akan tersedia jasa 
produk diantaranya GrabCar, GrabShare, GrabBike, GrabTaxi, GrabHitc, 
GrabFood dan GrabExpress. Dengan begitu, penumpang selaku konsumen 
tinggal menunggu untuk dijemput sesuai alamat dan akan diantarkan sesuai 
dengan tujuan. Selain itu, dalam aplikasi Grab juga difasilitasi penilaian 
terhadap driver  sehingga konsumen selama perjalanan dapat memberikan 
penilaian pelayanan kepada driver dengan cara memberikan bintang dan 
komentar, dan juga dalam aplikasi tersebut difasilitasi pengaduan apabila 
terjadi evenement. 
Namun pada kenyataannya, ketika konsumen melakukan pengaduan 
saat mengalami evenement, perusahaan hanya memberikan teguran pada 
driver atas pengaduan konsumen. Tetapi pengaduan tersebut tidak berlaku 
bagi konsumen untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya sebatas permintaan maaf 
dari pihak perusahaan melalui e-mail yang dikirimkan kepada 
penumpangnya. Seharusnya, penumpang sebagai konsumen apabila terjadi 
 
 
evenement tetap mendapatkan perlindungan konsumen melalui Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jadi, 
perusahaan transportasi online (pelaku usaha) bertanggung jawab apabila 
penumpangnya (pengguna jasa) mengalami evenement. 
Terlepas dari beberapa harapan untuk mendapatkan kenyamanan dan 
keselamatan jiwa bagi penumpangnya, dan mendapatkan perlindungan 
konsumen dari pelaku usaha yaitu perusahaan PT. Grab Indonesia cabang 
Surabaya mengingat keresahan yang dialami oleh penumpangnya karena 
semakin maraknya evenement yaitu kejadian yang tidak terduga/diinginkan. 
Dalam hal ini evenement yang terjadi adalah: 
1. Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada penumpang 
2. Driver ugal-ugalan di jalan 
3. Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan 
4. Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku 
5. Akun aplikasi penumpang dibekukan 
6. Driver  meminta untuk cancel pesanan 
7. Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi. 
Dari permasalahan di atas, penulis merasa bahwa masalah ini perlu 
diangkat dan dianalisis dalam penelitian. Penulis ingin mengetahui secara 
jelas ketika evenement terjadi pada penumpang atau konsumen selaku 
pengguna jasa dan Pertanggung jawaban apa yang seharusnya diberikan 
pelaku usaha (perusahaan) atas evenement tersebut.  
 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan penelitian ini 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Evenement Pada 
Transportasi Online PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis 
mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari penerapan perlindungan 
konsumen terhadap evenement pada transportasi online PT. Grab Indonesia 
cabang Surabaya adalah sebagai berikut: 
1. Produk jasa yang ditawarkan oleh PT. Grab Indonesia cabang Surabaya. 
2. Sistem pemesanan jasa transportasi online yang diterapkan oleh PT. Grab 
Indonesia cabang Surabaya. 
3. Prosedur pemesanan jasa transportasi online yang diterapkan oleh PT. 
Grab Indonesia cabang Surabaya. 
4. Pelayanan jasa transportasi online yang diterapkan oleh PT. Grab 
Indonesia cabang Surabaya. 
5. Praktik evenement transportasi online PT. Grab Indonesia cabang 
Surabaya. 
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 
transportasi online PT. Grab Indonesia cabang Surabaya. 
7. Tinjauan hukum Islam terhadap evenement pada transportasi online PT. 
Grab Indonesia cabang Surabaya. 
 
 
Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan 
penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi 
penelitian ini meliputi: 
1. Praktik Evenement konsumen pada PT. Grab Indonesia cabang 
Surabaya. 
2. Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen terhadap evenement pada transportasi 
online PT. Grab Indonesia cabang Surabaya. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis 
dapat merumuskan  masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik evenement konsumen pada PT. Grab Indonesia 
Cabang Surabaya? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap evenement? 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang 
sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh 
suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari 
beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, 
sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam 
 
 
penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian 
terkait perlindungan konsumen pada transportasi online. Diantaranya: 
1. Sebuah judul skripsi pada tahun 2016 yakni “Analisis Hukum Islam 
Terhadap Penetapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia di 
Surabaya” yang ditulis oleh Leti Latifah. Skripsi ini menjelaskan 
bahwa adanya penetapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar’i Indonesia 
ini menggunakan emapat akad yaitu order, tarif jarak minimal, tarif 
tunggu dan tarif pembatalan.
12
 
2. Sebuah judul skripsi pada tahun 2016 yakni “Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Implementasi Akad Antara Mitra Pengendara dengan 
PT.Go-Jek Indonesia di Surabaya” yang ditulis oleh Eka Alifyah 
Agustina. Skripsi ini menjelaskan praktik jasa transportasi online Go-
Jek berdasarkan contract drafting yang diterapkan oleh PT. Go-Jek 
Indonesia cabang Tidar Surabaya.
13
 
3. Sebuah judul skripsi pada tahun 2017 yakni “Tinjauan Hukum Islam 
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kesalahan Produksi 
di Wira Konveksi Sidoarjo” yang ditulis oleh Vanda Indarsita. Skripsi 
ini menjelaskan pertanggung jawaban dari konveksi sebagai pelaku 
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usaha dalam kelalaiannya dalam produksi sehingga menyebabkan 
kerugian pada konsumen.
14
 
Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat 
berbeda dengan penelitian penelitian yang akan penulis lakukan 
dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap evenement pada 
transportasi online PT. Grab Indonesia cabang Surabaya”. 
Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pada 
evenement yang terjadi terhadap konsumen PT. Grab Indonesia cabang 
Surabaya beserta perlindungan konsumen yang diberikan menurut 
hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
 
E. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian 
ini penulis memiliki tujuan: 
1. Mengetahui praktik evenement konsumen pada PT. Grab Indonesia cabang 
Surabaya. 
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen terhadap evenement. 
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F. Kegunaan dan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis 
maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis 
ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu: 
1. Dari tinjauan teoritis-akademis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas 
wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang 
muamalah karena mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan 
melakukan penelitian lanjutan di tema perlindungan konsumen, juga mampu 
menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya. 
2. Dari sisi praktisnya 
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 
bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-
aturan agama Islam bagi objek, serta dapat dijadikan bahan untuk memberikan 
sistem perlindungan konsumen ketika terjadi evenement pada transportasi 
online yang benar sesuai dengan aturan Islam. 
 
G. Definisi Operasional 
Agar tidak terjadi kesalah pamahan dalam memahami beberapa istilah 
yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau 
definisi dari beberapa istilah sebagai berikut: 
 
 
1. Undang-Undang perlindungan konsumen adalah segala upaya yang 
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada 
konsumen .
15
 
2. Evenement adalah kejadian yang tidak terduga/diinginkan.16 Dalam 
penelitian ini penulis mengangkat evenement yaitu pelecehan yang 
dilakukan oleh driver kepada konsumen, konsumen tidak diantarkan sampai 
tujuan, tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku, akun aplikasi 
konsumen yang dibekukan, Driver  meminta untuk cancel pemesanan, harga 
GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi. 
3. PT. Grab Indonesia cabang Surabaya adalah perusahaan yang melayani jasa 
transportasi online ke wilayah tertentu dan beralamat di Jl. Klampis Jaya 
No.8F, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117. 
4. Analisis hukum Islam yakni menjabarkan data yang telah diperoleh untuk 
ditelaah lebih mendalam dan dikoreksi dengan landasan teori syariat Islam 
yaitu teori maqāṣhīd al-syarī’ah. 
 
H. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang 
tinjauan hukum Islam  dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen terhadap transportasi online PT. Grab Indonesia 
cabang Surabaya. 
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1. Data yang akan dikumpulkan 
Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini 
diantaranya: 
a. Tentang PT. Grab Indonesia cabang Surabaya, yaitu sejarah 
berdirinya, produk layanan jasa, visi dan misi serta pengelolaan dan 
jasa. 
b. Data tentang evenement konsumen PT. Grab Indonesia cabang 
Surabaya 
c. Data tentang penerapan perlindungan konsumen terhadap 
evenement pada PT. Grab Indonesia cabang Surabaya. 
2. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari 
beberapa sumber, antara lain: 
a. Sumber Primer 
Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek 
penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai 
sumber informasi.
17
 Yakni keterangan dan data yang diperoleh dari 
pihak Grab seperti marketing (agen), call center, media sosial 
Grab, driver Grab serta dari beberapa konsumen. Data ini 
diperoleh melalui wawancara secara langsung dan melalui 
penelusuran pada situs resmi website PT. Grab Indonesia di 
Surabaya. 
 
                                                          
17
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b. Sumber Sekunder 
Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber 
secara tidak langsung kepada pengumpul data.
18
 Data sekunder ini 
dapat diperoleh dari beberapa informasi mengenai kasus-kasus  
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap evenement 
transportasi online PT. Grab Indonesia baik itu melalui pustaka, 
website, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut. 
1) Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muāmalah 
2) Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam 
3) Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online 
4) Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh 
5) Mardani, Ushul Fiqh 
6) Mariam Darus Badrulzaman, Pembentukan Hukum Nasional dan 
Permasalahannya 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan data yang diperlukan 
dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
sebagai berikut: 
a. Observasi adalah teknik dengan sebuah alat perantara untuk 
melakukan pengamatan secara langsung pada subyek penelitian.
19
 
Peneliti akan mengamati evenement serta perlindungan konsumen 
yang diberikan pada PT. Grab Indonesia cabang Surabaya. 
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 Burhan Asshofa, Metode Penelitian Hukum  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 26. 
 
 
b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan 
dengan cara tanya sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan 
berlandaskan pada tujuan penelitian.
20
 Peneliti akan mencoba 
melakukan wawancara dengan para pihak Grab seperti marketing 
(agen), call center PT. Grab Indonesia, serta melakukan wawancara 
kepada beberapa driver dan konsumen. 
c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
atau mencatat suatu laporan yang tersedia. Dengan kata lain, proses 
penyimpanannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis 
besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.
21
 
4. Teknik Pengolahan Data 
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk 
mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian adalah 
sebagai berikut: 
a. Editing, adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan 
untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,
22
 yaitu 
mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang perlindungan 
konsumen terhadap evenement transportasi online PT. Grab 
Indonesia cabang Surabaya. 
                                                          
20
 Sutrisno Hadi, Metodologi Research  (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193. 
21
 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 94. 
22
 Soeratno, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis  (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 
1995), 127. 
 
 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematika data tentang 
proses awal evenement hingga akhir proses pertanggung jawaban 
yang diberikan kepada konsumen. 
c. Analizing, yaitu tahapan analisis dan perumusan evenement 
terhadap perlindungan konsumen pada PT.Grab Indonesia cabang 
Surabaya. 
5. Teknik Analisis Data 
Jenis penelitian merupakan hasil penelitian kepustakaan yang 
yaitu penelitian terhadap “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Terhadap Evenement Pada Transportasi Online PT. Grab Indonesia 
Cabang Surabaya”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode Deskriptif. Sedangkan dalam mendeskripsikan data 
tersebut yang digunakan dalam penelitian ini adalah alur deduktif. 
a. Deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan sesuatu hal sesuai apa 
yang terjadi tanpa membuat perbandingan.
23
 Metode ini digunakan 
untuk memaparkan evenement konsumen PT. Grab Indonesia 
cabang Surabaya kemudian ditinjau dengan Hukum Islam dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
b. Deduktif yaitu alur yang dimulai dari pernyataan bersifat khusus 
kemudian mengambil kesimpulan yang lebih umum.
24
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I. Sistematika Pembahasan 
Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan 
sistematika pembahasan. 
Bab kedua membahas tentang konsep hukum Islam maqāṣīd sharī’ah, 
serta konsep perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999. 
Bab ketiga memaparkan mengenai evenement PT. Grab Indonesia 
Cabang Surbaya, menguraikan tentang: 1) Profil PT. Grab Indoneisa cabang 
Surabaya, mulai latar belakang, sejarah berdirinya, produk layanan jasa, visi 
dan misi, profil driver PT. Grab Indonesia, profil konsumen PT. Grab 
Indonesia. 2) Aplikasi pelayanan jasa di PT. Grab Indonesia cabang Surabaya, 
meliputi: a) Sistem pelayanan jasa PT. Grab Indonesia cabang Surabaya 
 b) Evenement terhadap konsumen PT. Grab Indonesia cabang Surabaya. 
Bab keempat penulis akan membagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni: 
berisi tentang perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 terhadap evenement pada transportasi online PT. Grab Indonesia 
cabang Surabaya dan Tinjauan hukum Islam terhadap evenement pada 
transportasi online PT. Grab Indonesia cabang Surabaya. 
Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang 
berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang 
 
 
memperbaiki dan membangun mengenai perlindungan konsumen terhadap 
evenement pada transportasi online PT. Grab Indonesia cabang Surabaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG MAQĀṢĪD AL-SHARĪ’AH SERTA 
KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG 
NOMOR 8 TAHUN 1999 
  
A. Maqāṣīd Al-Sharī’ah 
1. Definisi Maqāṣīd Al-Sharī’ah 
Secara etimologi, maqāṣīd Al-sharī’ah merupakan gabungan dua 
kata maqāṣīd dan sharī’ah. Maqāṣīd adalah bentuk plural dari maqṣad, 
qaṣd, maqṣīd atau quṣūd yang merupakan derivasi dari kata kerja qaṣada 
yaqṣudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-
tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah, antara 
berlebih-lebihan dan kekurangan. Sementara itu, sharī’ah yang secara 
etimologi bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti 
hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang 
ditetapkan melalui al-Qur’an maupun sunnah Nabi Muhammad yang berupa 
perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.
25
 
Secara terminologis, makna maqāṣīd al-sharī’ah berkembang dari 
makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di 
kalangan ulama klasik sebelum al-Shaytibi, belum ditemukan definisi yang 
konkret dan komprehensif tentang maqāṣīd al-sharī’ah. Definisi mereka 
cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan 
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maknanya. al-Bannānī memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnāwī 
mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandī 
menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazālī, al-
‘Āmidī, dan Ibn al-Hājib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat 
dan menolak mafsadat. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat 
maqāṣīd al-sharī’ah dengan hikmah, ‘llat, tujuan atau niat, dan 
kemaslahatan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh definisi 
maqāṣīd al-sharī’ah oleh al-Ghazālī sebagai berikut: 
Maslahah adalah sebuah istilah yang pada intinya merupakan 
keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. 
Yang kami maksudkan dengan maqāṣīd sharī’ah sebenarnya bukan ini, 
karena mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian adalah 
tujuan dari makhluk. Kebaikan makhluk adalah ketika menggapai tujuan-
tujuannya. Yang kami maksudkan dengan maslahahdi sini adalah menjaga 
tujuan sharā’. Tujuan syara’ untuk makhluk ada lima, yaitu menjaga 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.
26
 
Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nas al-Qur’an dan hadith 
Nabi selain menunjukkan hukum melalui bunyi bahasanya juga melalui ruh 
tasrh’i atau maqāṣīd al-sharī’ah (tujuan hukum). Berangkat dari maqāṣīd 
al-sharī’ah, maka istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh kandungan kebahasan 
dalam al-Qur’an dan hadith melalui qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan 
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urf yang juga dapat disebut sebagai dalil. Abdul Wahhab Khallaf dalam 
bukunya Ilmu Ushul Fiqh menegaskan pentingnya mengetahui tujuan umum 
hukum syariat karena dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami 
nas dan penerapannya terhadap peristiwa yang tidak ada hukumnya. 
2. Tingkatan Maslahah 
Berdasarkan pendapat para ulama ushul fiqh, maka dapat dipahami bahwa 
tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan kehidupan manusia, baik di dunia 
dan di akhirat dan untuk menghindari mafsadat bagi kehidupan manusia di 
dunia dan di akhirat.
27
 
Menurut al-Shaitibi ada lima tujuan pokok syariat Islam, yaitu dalam 
rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok 
tersebut dinamakan dengan kulliyah al-khams atau al-qawā’id al-kulliyat. 
Untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut 
dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: 
a. Ḍarūriyyat, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial itu 
adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan 
batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak 
terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya 
eksistensi kelima tujuan pokok itu. 
b. Ḥājiyyat, yaitu kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan 
termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan 
dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan 
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mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi akan menimbulkan 
kesulitan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhshah. 
c. Taḥsiniyyat, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat 
seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya, sesuai dengan 
kepatuhan. 
Pada hakikatnya kelima tujuan pokok di atas, baik kelompok 
Ḍarūriyyat, ḥajiyyat dan taḥsiniyyat dimaksudkan untuk memelihara 
atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya 
saja peringkat kepentingan satu sama lain. Guna memperoleh gambaran 
yang utuh tentang maqāṣīd sharī’ah, berikut akan dijelaskan kelima 
pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing:
28
 
1) Memelihara Agama (Ḥifẓ al-dīn) 
  Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan 
kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 
a) Memelihara agama dalam peringkat ḍarūriyyat, yaitu 
memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang 
masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima 
waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah 
eksistensi agama. 
b) Memelihara agama dalam peringkat ḥajiyyat, yaitu 
melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari 
kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qhasar bagi orang yang 
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sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka 
tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan 
mempersulit bagi orang yang melakukannya. 
c) Memelihara agama dalam peringkat taḥsiniyyat, yaitu mengikuti 
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 
sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, 
misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, 
membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat 
kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak 
mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam 
eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang 
melakukannya. 
2) Memelihara Jiwa (Ḥifẓ al-nafs) 
Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, 
dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 
a) Memelihara jiwa dalam peringkat ḍarūriyyat, seperti 
memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk 
mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini 
diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa 
manusia. 
b) Memelihara jiwa, dalam peringkat ḥajiyyat, seperti 
diperbolehkan berburu binatang untuk menkmati makanan 
yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka 
 
 
 
 
tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan 
hanya mempersulit hidupnya. 
c) Memelihara jiwa dalam peringkat taḥsiniyyat, seperti 
ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini 
hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama 
sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, 
ataupun mempersulit kehidupan seseorang. 
3) Memelihara Akal (Ḥifẓ al-‘aql) 
 Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
a) Memelihara akal dalam peringkat ḍarūriyyat, seperti 
diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini 
tidak diindahkan, maka akan berakibat terncamnya 
eksistensi akal. 
b) Memelihara akal dalam peringkat ḥajiyyat, seperti 
dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal 
itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan 
mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan 
pengembangan ilmu pengetahuan. 
c) Memelihara akal dalam peringkat taḥsiniyyat. Seperti 
menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan 
sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan 
 
 
 
 
etiket, tidak akan mengancam eksistensi akal secara 
langsung. 
4) Memelihara Keturunan (Ḥifẓ al-nasl) 
 Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat 
kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 
a) Memelihara keturunan dalam peringkat ḍarūriyyat, seperti 
disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini 
diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. 
b) Memelihara keturunan dalam peringkat ḥajiyyat, seperti 
ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami 
pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. 
Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka 
suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar 
mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan 
mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak 
talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis. 
c) Memelihara keturunan dalam peringkat taḥsiniyyat, seperti 
disyariatkannya khitbak atau walimat dalam perkawinan. 
Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan 
perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan 
mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula 
mempersulit orang yang melakukan perkawinan. 
 
 
 
 
 
5) Memelihara Harta (Ḥifẓ al-māl) 
Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat 
dibedakan menjadi tiga peringkat: 
a) Memelihara harta dalam peringkat ḍarūriyyat, seperti syariat 
tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta 
orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu 
dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta. 
b) Memelihara harta dalam dalam peringkat ḥajiyyat seperti 
syariat tentang jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini 
tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, 
melainkan mempersulit orang yang memerlukan modal. 
c) Memelihara harta dalam peringkat taḥsiniyyat, seperti 
ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau 
penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah 
atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah 
tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga 
merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama. 
Tujuan umum dari hukum syāri’at adalah untuk 
merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan 
mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. 
Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada 
terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, 
dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia 
 
 
 
 
manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. 
Menurut Imam Syaitibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan 
oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga 
peringkat kebutuhan Ḍarūriyyat, Hajiyyat, Taḥsiniyyat. 
Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika tiga peringkat kebutuhan 
masing-masing Ḍarūriyyat, Hajiyyat, Taḥsiniyyat telah 
dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi 
kemaslahatan manusia yang merupakan tujuan hukum 
syāri’at. 
3. Kriteria Maqāṣīd Al-Sharī’ah 
Dalam sisi legalitas hujjahnya, maqāṣīd al-sharī’ah haruslah 
memenuhi empat macam kriteria: 
a. Maqāṣīd al-sharī’ah haruslah tsabit, maksudnya bahwa sebuah 
hikmah dari pensyari’atan hukum bisa direkomendasikan sebagai 
tujuan syari’at apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat 
ḍanni (asumsi) yang mendekati kepastian. 
b. Maqāṣīd al-sharī’ah haruslah ḍahir dalam artian bahwa para ulama’ 
tidak mempertentangkan wujud keberadaannya sebagai tujuan 
syari’at (‘illat). Seperti pensyari’atan nikah yang bertujuan untuk 
memelihara garis keturunan, tujuan semacam ini tidak dipungkuri 
oleh seorangpun ulama’. 
c. Maqāṣīd al-sharī’ah haruslah munḍobiṭ maksudnya bahwa suatu 
hikmah harus mempunyai standar yang jelas (jami’ mani’), seperti 
 
 
 
 
perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-‘aql) yang merupakan tujuan 
diharamkannya khamr.  
d. Maqāṣīd al-sharī’ah haruslah munṭarid maksudnya suatu hikmah 
haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau 
berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. 
 
B. PERLINDUNGAN KONSUMEN 
1. Pengertian Konsumen 
Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer 
(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian 
dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia 
berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah lawan dari (produsen) 
setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang 
atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana 
pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia 
memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.
29
 
2. Pengertian Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) 
yakni: 
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Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.
30
 
3. Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 
a. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 
memberi pengertian atas perlindungan konsumen sebagai segala 
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi 
perlindungan kepada konsumen. Para ahli (di antaranya Hondius, 
Brack, Keijser, dan Kluwer-Deventer) sepakat bahwa arti konsumen 
(yang bersal dari bahasa Belanda: konsument) adalah pemakai 
terakhir dari benda dan jasa (uiteindelijke gebruiker van goerderen 
en diesten) yang di serahkan kepada mereka oleh pengusaha 
(ordernemer) pengusaha mana di sini mempunyai arti luas yang 
mencakup produsen dan pedagang perantara (tusserhandelaar) 
konsumen dan pengusaha ini mempunyai hubungan timbal balik.
31
 
Pengertian konsumen menurut para ahli sebagaimana di atas 
rupanya diadopsi oleh pengertian konsumen sebagaimana Pasal 1 
angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni setiap orang 
pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
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kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 
lain dan untuk diperdagangkan. Di dalam kepustakaan ekonomi 
dikenal istilah konsumen akhir dari suatu produk, sedangkan 
konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah 
konsumen akhir. 
Berdasarkan konteks Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999, 
konsumen membuat perjanjian  dengan pelaku usaha, yakni setiap 
orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. Menunjuk pada penjelasan atas Pasal 1 angka 3 
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha yang termasuk 
dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, 
koperasi importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Akan tetapi 
khusus bagi pelaku usaha pengangkutan jalan yang menggunakan 
aplikasi internet (online), pelaku usaha adalah perusahaan 
pengangkutan umum berbentuk badan hukum, yakni Badan Usaha 
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau 
Koperasi. 
 
 
 
 
 
 
b. Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menentukan 
bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai 
usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas tersebut yang memiliki 
relevansi dalam pembangunan nasional. Asas-asas perlindungan 
konsumen dijelaskan melalui penjelasan atas pasal 2, yang diuraikan 
sebagai berikut. 
1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan keseimbangan dan 
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya 
secara adil. 
3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan 
pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual. 
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
 
 
 
 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemnafaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. 
Sejalan dengan asas-asas sebagaimana telah diuraikan di 
atas, perlindungan konsumen memiliki tujuan sebagaimana 
diuraikan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang  Nomor 8 
Tahun 1999, antara lain sebagai berikut. 
a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi diri. 
b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa. 
c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 
d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang 
mengandung unsur keoastian hukum dan keterbukaan 
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 
e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
 
 
 
 
f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, kemanan, dan keselamatan konsumen. 
c. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Konsumen 
  Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha 
didasarkan pada suatu perikatan, baik yang berasal dari perjanjian 
maupun undang-undang. Subekti mengatakan bahwa perikatan 
merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana 
pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak dari pihak yang 
lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
32
 Objek 
perikatan  menurut C. Asser adalah apa yang harus dipenuhi oleh si 
berutang dan merupakan hak si berpiutang yang biasanya disebut 
penunaian atau prestasi yang dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat 
sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
33
 Menurut Wirjono Prodjodikoro, 
Burgerlijk Wetboek sendiri mengatur bahwa suatu perjanjian  sebagai 
perhubungan hukum di mana seseorang tertentu, berdasarkan suatu 
janji, wajib melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu menuntut 
pelaksanaan kewajiban itu.
34
 Dalam konteks perlindungan konsumen di 
mana hak dan kewajiban masing-masing pihak (baik konsumen maupun 
pelaku usaha) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999, perikatan ini bersumber dari Undang-Undang. Menurut 
Pasal 1352 Burgerlijk Wetboek, perikatan yang dilahirkan dari Undang-
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Undang saja (uit de wet alleen) atau dari Undang-Undang sebagai 
akibat perbuatan orang (uit de wet ten gevolge vans’ mensen toedoen).35 
 Salah satu asas perlindungan konsumen yang dianut oleh 
Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 adalah asas keseimbangan, 
yakni terdapatnya keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku 
usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. Selain itu, 
asas kepastian hukum dalam konteks perlindungan konsumen menjamin 
keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen , serta adanya 
kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen untuk menaati hukum, 
dalam kerangka jaminan  kepastian hukum. Sejalan dengan asas-asas 
tersebut, Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 menentukan apa yang 
menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. Hak dan 
kewajiban konsumen maupun pelaku usaha diatur dalam 4 (empat) 
buah pasal dalam Bab 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, 
sebagaimana dijabarkan di bawah ini. 
1) Hak konsumen antara lain: 
a) Hak atas kenyamanan, kemanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
b) Hak untuk memilih baran dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
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c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; 
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif, yakni hak untuk diperlakukan atau 
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 
berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, 
miskin dan status sosial lainnya; 
h) Hak untuk medapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
2) Kewajiban konsumen antara lain: 
a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemnfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keselamatan; 
b) Beri’tikad baik dalam melakukan transasksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
 
 
 
 
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
3) Hak pelaku usaha antara lain: 
a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
b) Hak untuk melakukan pembelaaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen; 
c) Hak untuk rahabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
d) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
4) Kewajiban pelaku usaha antara lain: 
a) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif, yang berarti pelaku usaha dilarang 
membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan  
dilarang membedakan mutu pelayanan  kepada konsumen; 
 
 
 
 
d) Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 
mencoba barang dan/jasa tertentu, serta memberi jaminan 
dan/atau yang diperdagangkan, dengan catatan bahwa dimaksud 
dengan barang dan/jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji 
atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian; 
f) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian 
apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaaatkan tidak 
sesuai dengan perjanjian. 
d. Perlindungan Konsumen Jasa Transportasi Online 
Salah satu konsekuensi dari semakin terbukanya pasar nasional 
sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi adalah munculnya jenis 
dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang baru. Globalisasi juga 
menyebabkan semakin terbukanya akses informasi atas ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pesat di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi memunculkan inovasi-inovasi baru di 
bidang industri barang dan/atau jasa. Salah satu inovasi baru di bidang 
industri jasa adalah pengangkutan umum dengan menggunakan aplikasi 
internet sebagaimana telah dioperasikan oleh berbagai perusahaan 
transportasi jalan online. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999, perusahaan transportasi jalan online berkedudukan sebagai 
 
 
 
 
pelaku usaha, sedangkan pengguna jasa transportasi online 
berkedudukan sebagai konsumen.
36
 
John F. Kennedy mengatakan pada tahun 1962 bahwa 2/3 dari 
penggunaan uang di dunia ekonomi dilakukan oleh konsumen. Apa 
yang dikatakan oleh John F. Kennedy dalam Special Message to the 
Congress on Protecting the Consumer Interest merupakan gambaran 
dari perlunya diadakan perlindungan hukum terhadap konsumen. 
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat 
kesadaran konsumen akan haknya masih rendah, yang terutama 
disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Sesuai dengan asas 
keamanan dan keselamatan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 
kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Untuk 
memberikan jaminan tersebut, Pemerintah dibebani fungsi pembinaan 
dan pengawasan pada sektor perlindungan konsumen. 
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
menentukan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan 
penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya 
hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban 
konsumen dan pelaku usaha. Selain bertanggung jawab atas pembinaan 
penyelenggaraan perlindungan konsumen, Pemerintah juga melakukan 
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pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta 
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. 
Hubungan hukum antara perusahaan pengangkutan umum 
online yang berkedudukan sebagai pelaku usaha dengan pengguna jasa 
pengangkutan umum online berkedudukan sebagai konsumen 
dilaksanakan dengan mengacu pada asas-asas umum perlindungan 
konsumen. Salah satu asas perlindungan konsumen berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah asas kepastian hukum, 
yang dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati 
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Sesuai asas 
tersebut, baik hak-hak pelaku usaha maupun hak-hak konsumen 
dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan sebaliknya masing-
masing pelaku usaha maupun konsumen sama-sama memiliki 
kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Usaha transportasi jalan online tidak bisa dilepaskan dari aspek 
hukum perlindungan konsumen. Ditinjau dari jenis usaha yang 
dijalankannya, transportasi jalan online termasuk usaha perdagangan 
jasa. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi 
pengertian atas jasa setiap layanan yang terbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang disediakan bagi masyarakatuntuk dimanfaatkan oleh 
konsumen. Usaha transportasi jalan online, baik yang berbentuk 
 
 
 
 
layanan pengangkutan umum untuk orang maupun barang termasuk 
dalam pengertian jasa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut.
37
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BAB III 
EVENEMENT PT. GRAB INDONESIA CABANG SURABAYA 
 
A. Profil PT.Grab Indonesia Cabang Surabaya 
  Awal perjalanan Grab di Asia Tenggara pada tahun 2012 dan 
legenda memilikinya, beberapa teman sedang menikmati teh bersama. Seperti 
biasa, dengan orang Asia Tenggara, mereka mulai mengomel tentang betapa 
sulitnya mendapatkan taksi. Tapi setelah itu, mereka melakukan sesuatu yang 
tidak biasa. Mereka memutuskan untuk memecahkan masalah. Mereka 
memulai Grab (lalu MyTeksi). Tak lama lagi, tujuan sederhana telah berubah 
menjadi sesuatu yang lebih besar menjadikan Asia Tenggara sebagai tempat 
yang lebih baik.
38
 
 Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor 
di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum 
meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanya 
perusahaan teknologi yang meluncurkan Aplikasi saja dan untuk 
kendaraannya sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung di 
PT. Grab Indonesia. Dengan aplikasi Grab calon penumpang dapat dengan 
mudah mencari driver untuk menuju ke lokasi tujuan, sehingga kita tidak 
perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan transportasi yang 
diperlukan. 
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 Grab didirikan pada tahun 2011 di Malaysia dan untuk pendiri 
Grab adalah Anthony Tan bersama rekannya Tan Hooi. Dari tahun 2011 
sampai tahun 2017 Grab berkembang pesat dan menjadi salah satu penyedia 
aplikasi transportasi online di Indonesia.
39
 
 Grab (sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi) adalah sebuah 
perusahaan yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam 
negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, 
Indonesia, dan Filipina. Grab mempunyai visi untuk merevolusi industri 
pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta 
kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantero Asia Tenggara. Hingga bulan 
Maret 2015, jumlah pengguna Grab mencapai 3,8 juta pengguna. Grab 
tersedia untuk sistem operasi Android, Ios, dan BlackBerry. 
  Di Indonesia, Grab banyak memiliki fitur layanan, diantaranya: 
1. GrabCar adalah penyewaan kendaraan pribadi dengan driver yang 
menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman.
40
 
2. GrabShare adalah layanan penjemputan bersama yang memungkinkan 
penumpang berbagi perjalanan dan tarif selagi pengemudi mendapatkan 
penghasilan lebih dengan mengambil lebih banyak penumpang dengan 
tujuan satu arah. 
3. GrabBike adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar 
ke berbagai tempat, lebih mudah dan lebih cepat tanpa menunggu waktu 
terlalu lama.
41
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4. GrabTaxi adalah layanan yang memberikan akses serta kemudahan 
penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat dengan aman.
42
 
5. GrabHitc adalah layanan tebengan dengan separuh harga.43 
6. GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak 
daftar restoran yang tersedia.
44
 
7. GrabExpress adalah layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang 
menjanjikan Kecepatan, Kepastian dan yang paling utama adalah 
Keamanan.
45
 
 Grab mempunyai visi dan misi, diantaranya: 
a. Visi: 
Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara. 
b. Misi: 
1) Menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara. 
2) Memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang. 
3) Meningkatkan kehidupan para partner, baik pengemudi maupun 
penumpang. 
 Perusahaan aplikasi penyedia jasa transportasi onlinePT. 
Grab Indonesia telah beroperasi di beberapa kota di Indonesia. 
Salah satunya adalah kota Surabaya dengan alamat kantor cabang 
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di Jl. Klampis Jaya No.8F, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota 
Surabaya, Jawa Timur 60117.
46
 
 
B. Pelayanan Jasa PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya 
1. Ketentuan Menjadi Pengemudi Grab 
 PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya dalam menjalankan usahanya ada 
3 hal yang perlu dilakukan untuk menjadi pengemudi Grab:
47
 
a. Mengunjungi web pendaftaran online di http://grab.to/daftar 
b. Menyiapkan kelengkapan dokumen yang diperlukan dan upload 
data. Dokumen yang diperlukan: 
1) KTP yang masih berlaku/seumur hidup 
2) SIM A/B/B1 yang masih berlaku 
3) STNK 
4) Polis Asuransi (bisa menyusul) 
5) Semua dokumen wajib asli 
c. Ketentuan kendaraan yang dapat didaftarkan: 
1) Kendaraan tahun 2012 ke atas 
2) MPV: Avanza, Xenia, Ertiga, APV, Evalia, Luxio, Mobilio, 
Innova, Panther, Grand Livina, Freed, Spin, Sienta, Cayla, 
Sigra 
3) SUV: C-RV, B-RV, H-RV Terios, Rush, Ford Ecosport 
4) Sedan: Civic & Vios 
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5) Hatchback: Toyota Yaris, Honda Jazz, Swift, Ford Fiesta, 
Mazda 2, Etios Valco, Nissan March, Honda Brio, Hyundai, 
Avega, Mirage. 
d. Ketentuan handphone pendukung yang harus dimiliki: 
1) HP yang digunakan harus berbasis android dengan memori 
16GB dan sekurang-kurangnya mempunyai RAM 1 GB 
2) Tidak bisa menggunakan HP Smartphone CDMA. 
2. Cara konsumen menggunakan aplikasi Grab 
  Dalam menjalankan usahanya, PT. Grab Indonesia Cabang 
Surabaya mempunyai panduan yang harus dilakukan oleh konsumennya, 
diantaranya:
48
 
a. Download aplikasi Grab 
b. Lokasi akan terdeteksi secara otomatis, lalu masukkan tujuan dan 
dapatkan perkiraan biaya perjalanan  
c. Setelah mengkonfirmasi pesanan, pengemudi yang terdekat akan 
terinfo dan konsumen dapat melihat konfirmasi pengemudi secara 
langsung 
d. Konsumen mendapatkan konfirmasi pengemudi yang akan menjemput 
dalam 1 menit 
e. Kenali pengemudi, lacak ketika dia menuju lokasi  
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3. Cara pengemudi memberikan perjalanan yang memuaskan 
  Agar pengemudi memberikan pelayanan jasa dengan baik, berikut 
beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
a. Jemput penumpang. Penumpang meminta untuk menunggu. Jika 
penumpang membuat pengemudi menunggu hingga lebih dari 5 
menit, hubungi penumpang via telepon atau GrabChat dan beritahu 
bahwa pengemudi sudah datang 
b. Selama perjalanan, informasikan ke penumpang mengenai tambahan 
biaya tol sebelum masuk tol manapun 
c. Turunkan penumpang, mengenai tarif sebelum menekan complete ride 
selalu nformasikan ke penumpang biaya perjalanan dan tarif 
akhirnya.
49
 
4. Panduan Penumpang Grab 
  Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 
penumpang selama menggunakan jasa pelayanan PT. Grab Indonesia 
Cabang Surabaya:
50
 
a. Lingkungan dengan rasa saling menghormati satu sama lain 
1) Sebelum melakukan perjalanan 
a) Pastikan konsumen sudah memilih layanan yang tepat 
b) Membuat pesanan hanya ketika konsumen siap 
c) Bersikap sopan pada mitra pengemudi sepanjang waktu 
2) Selama perjalanan 
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a) Menjaga obrolan tetap ringan 
b) Segala bentuk pelecehan seksual dilarang ketat 
3) Setelah perjalanan 
a) Tidak membanting pintu mobil 
b) Memeriksa barang bawaan 
c) Tidak menghubungi mitra pengemudi 
d) Patuhi hukum yang ada 
e) Patuhi semua rambu lalu lintas dan peraturan lokal 
4) Keselamatan untuk semua orang yang berkendara bersama Grab 
a) Utamakan keselamatan 
b) Periksa terlebih dahulu identitas mitra pengemudi 
c) Tidak membawa senjata/benda tajam ketika menaiki kendaraan 
d) Tidak melakukan perjalanan dengan mitra pengemudi di luar 
aplikasi 
5) Etika dan kejujuran di setiap transaksi 
a) Membuat akun duplikat 
b) Penyalahgunaan promosi 
c) Sering membatalkan pesanan 
5. Peralihan Sanksi Larangan Mengemudi Menjadi Denda Tarif 
a. Tujuan: 
 Sebelum kode etik terbaru ini diterapkan, sanksi yang 
diberlakukan untuk para Mitra GrabCar yang melakukan pelanggaran 
kode etik adalah sanksi waktu, dimana para Mitra yang melanggar 
 
 
untuk sementara waktu tidak akan dapat mengemudi untuk Grab, 
mencari penghasilan untuk diri sendri dan keluarga. Melalui perubahan 
sanksi waktu menjadi denda tarif ini, Grab bertujuan untuk tetap 
meningkatkan produktifitas para Mitra tetap memberikan kesempatan 
Mitra untuk mendapatkan penghasilan. 
b. Pelaksanaan: 
 Metode pelaksanaan Denda Tarif ini akan dilakukan berupa 
pemotongan secara otomatis oleh tim Grab dari saldo akun Mitra yang 
melanggar sesuai dengan bobot kode etik yang dilanggar. 
Berikut adalah beberapa pengecualian untuk pelaksanaan Denda Tarif 
ini. 
1. Dugaan Gamming: 
Memanipulasi perangkat selular milik sendiri atau milik 
orang lain secara ilegal untuk mencapai target insentif tertentu dari 
Grab. 
2.  Kekerasan terhadap penumpang: 
Bertindak kasar atau tidak sopan terhadap penumpang 
Grab, termasuk tindakan pelecehan seksual. 
Sanski/Sanksi 
Tarif 
Pelanggaran 
 
 
 
Peringatan 
1. Terlambat tanpa konfirmasi terlebih dahulu 
kepada penumpang atau GrabCar. 
2. Kondisi kendaraan yang kotor dan berbau 
tidak sedap (termasuk bau rokok). 
3. Mempromosikan stiker dan/atau membalut 
 
 
verbal kendaraan  (Car Wrap) dengan promosi 
atau brand tertentu tanpa persetujuan dari 
Grab. 
Incentif 
dianggap hangus 
4. Terbukti mempunyai Akun Kompetitor 
 
 
100.000 
5. Pelanggaran no.1-34 dilakukan kembali dan 
sudah diperingatkan sebelumnya 
6. Terlambat menjemput penumpang lebih dari 
20 menit tanpa pemberitahuan lebih dulu.  
7. Tidak menghubungi penumpang dalam 5 
menit pertama. 
8. Menekan tombol “MENJEMPUT” sebelum 
waktunya atau sebelum pekerjaan dimulai 
(sebelum penumpang naik ke dalam mobil\). 
300.000 
9. Pelanggaran no.5-7 dilakukan kembali dan 
sudah dkenakan denda sebelumnya. 
10. Tidak melaporkan perubahan nomor plat 
kendaraan atau plat mobil kepada Grab. 
11. Tidak menjemput penumpang dengan alasan 
yang jelas. 
12. Membatalkan pesanan tanpa alasan jelas 
atau tanpa menginformasikan penumpang. 
13. Pengemudi menolak memberikan bukti 
pembayaran (e-receipt). 
14. Mengabaikan pesanan namun tetap 
menjemput penumpang dengan tujuan tidak 
terpotong komisi. 
15. Menghalangi atau menghambat pengemudi 
GrabCar lain dalam menjemput penumpang. 
16. Merokok di dalam kendaraan saat bersama 
 
 
dengan penumpang dalam perjalanan. 
17. Menolak menjemput penumpang dalam 
kondisi apapun. 
18. Menekan tombol “MENGANTAR\” tanpa 
menjemput dan mengantar penumpang. 
19. Tingkat nilai penerimaan 20%-60% dalam 
per minggu. 
20. Tingkat pembatalan 40%-80% dalam per 
minggu. 
500.000 
21. Pelanggaran no.9-17 dilakukan kembali dan 
sudah dikenai sanksi denda. 
22. Tidak memberikan potongan harga yang 
seharusnya untuk penumpang yang 
menggunakan kode PROMO. 
23. Mengambil pesanan pada saat pengemudi 
masih mengantarkan penumpang. 
24. Meminta penumpang untuk membatalkan 
pesanan. 
25. Mengisi bahan bakar kendaraan tanpa 
menginformasikan atau meminta izin kepada 
penumpang. 
26. Meminta bayaran lebih dari tarif kepada 
penumpang.  
27. Menurunkan penumpang bukan di lokasi 
tujuan. 
28. Menekan tombol “MENGANTAR\” 
sebelum menurunkan penumpang di tempat 
tujuan. 
29. Bersikeras atau memaksa penumpang untuk 
berbagi perjalanan dengan penumpang lain di 
dalam kendaraan. 
 
 
30. Tingkat pembatalan di atas 80% per minggu. 
31. Tingkat penerimaan di bawah 20% per 
minggu. 
700.000 
32. Terbukti mengemudikan kendaraan secara 
ugal-ugalan. 
 
33. Bertikai atau bertengkar dengan pengemudi 
lain di depan penumpang atau di tempat 
umum. 
34. Menahan barang penumpang yang tertinggal 
di dalam kendaraan lebih dari 24 jam, kurang 
dari 7 hari. 
35. Menghina atau mengintimidasi penumpang 
(selain SARA). 
 
 
 
Dikeluarkan 
dari GrabCar & 
Saldo dianggap 
hangus 
 
 
 
 
36. Mengambil penumpang yang sama secara 
terus-menerus atau berlangganan. 
37. Tingginya angka pembatalan dari pihak 
pengemudi + penumpang dengan presentase 
pembatalan melebihi 80% per minggu. 
38. Membujuk penumpang untuk 
menyalahgunakan kode PROMO. 
39. Sengaja memanipulasi perangkat selular 
GrabCar atau milik sendiri untuk 
memanipulasi sistem GrabCar, contoh: 
mengunduh aplikasi penumpang dan 
membuat pemesanan fiktif. 
40. Bersikap tidak sopan dan kasar terhadap 
penumpang. 
41. Nilai penerimaan (Acceptance Rate) di 
bawah 20% dalam 1 minggu. 
 
 
42. Mencurangi sistem GrabCar untuk 
mendapatkan bonus atau insentif pengemudi 
dengan cara apapun. 
43. Mengancam atau mengintimidasi tim 
Customer Experience (Call Center) atau 
GrabCar. 
44. Apabila penumpang mengeluhkan atau 
mengadu kepada pihak berwajib atau polisi. 
45. Menggunakan smartphone (akun 
penumpang) dari pengemud GrabCar lainnya. 
46. Mengizinkan orang lain untuk menggunakan 
akun pengemudi dengan/atau tanpa 
smartphone, menggunakan SIM pengemudi 
yang bersangkutan atau bahkan menggunakan 
mobil pengemudi tanpa pemberitahuan 
kepaada pihak GrabCar (nama yang tertera di 
kartu Tanda Pengemudi berbeda dengan 
nama pengemudi d aplikasi pengemudi). 
47. Menggunakan akun pengemudi GrabCar 
lainnya dengan/atau tanpa smartphone, 
menggunakan SIM orang lain atau bahkan 
menggunakan mobil pengemudi lainnya 
tanpa pemberitahuan atau melapor kepada 
pihak GrabCar (nama yang tertera di kartu 
identitas). 
48. Tidak menginformasikan 21 hari sebelum 
kepada GrabCar bahwa SIM, Kartu Tanda 
Pengemudi (KPP/KIP) dan KTP akan segera 
berakhir masa berlakunya. 
49. (Bagi pengemudi yang SIM/KTP/KIP-nya 
hampir habis masa berlaku dan tidak 
 
 
menginformasikan hal tersebut kepada pihak 
Grab). 
50. Menahan barang penumpang yang tertinggal 
di dalam kendaraan selama 7 hari atau lebih 
dari 7 hari dari tanggal laporan. 
51. Menghina, melecehkan dan mengintimidasi 
penumpang secara SARA atau secara seksual, 
baik secara langsung ataupun tidak langsung 
(SMS, Telp atau Email\). 
52. Mendapat tuduhan dan/atau terbukti 
melakukan penyerangan terhadap 
penumpang. 
53. Menyebabkan penumpang cedera karena 
kelalaian atau perilaku yang disengaja 
(contoh: secara sengaja melakukan rem 
mendadak atau menjalankan mobil sebelum 
penumpang turun dengan baik dari mobil). 
54.. Menyebarkan informasi/berita yang tidak 
benar sehingga menimbulkan keresahan bagi 
pengemudi lain baik melalui media cetak atau 
online 
55. Memprovokasi pengemudi lain untuk 
melakukan kegiatan yang dapat merugikan 
perusahaan (demonstrasi, razia, dsb). 
Melihat dari beratnya pelanggaran yang ada, hukuman/masa 
skorsing, pelanggaran harus diberitahukan kepada pihak berwajib dan 
Internal Crisis Committe (pihak manajemen). Semua tidak dapat diganggu 
gugat. Mohon pelajari beberapa daftar pelanggaran di bawah ini: 
Dikeluarkan dari Pelanggaran seksual 
 
 
GrabCar & Saldo 
dianggap hangus 
56. Setiap pelanggaran seksual yang 
menimbulkan keyakinan akan pelanggan 
seksual, seperti: pemerkosaan, kekerasan 
seksual, memperlihatkan hal-hal tidak 
senonoh, pembujukan dan harus ditangani 
sebagai hal yang mendesak. 
 Kekerasan  
57. Pelanggaran terhadap seseorang harus 
dipertimbangkan secara jelas, sesuai dengan 
keadaan sekeliling lokasi terjadinya 
peanggaran. Tindakan tegas akan diambil 
apabila tindak kekerasan terhadap 
penumpang terjadi ketika dalam perjalanan 
atau proses pemesanan, atau jika dipicu 
oleh isu agama. 
Kepemilikan senjata tajam 
58. Tindakan tegas akan diambil jika 
pengemudi terbukti memiliki senjata 
tajam saat bekerja. Sanksi terhadap 
kepemilikan senjata tajam atau senjata 
lannya yang berhubungan dengan 
pelanggaran tersebut dapat berujung pada 
pencabutan hak kerjasama dengan Grab. 
Kepemilikan obat-obatan terlarang 
59. Setiap pelanggaran yang berhubungan 
dengan obat-obatan terlarang memiliki 
pengertian keamanan yang signifikan. 
Sifat/jenis dan kualitas obat, baik 
digunakan untuk keperluan pribadi atau 
penyedia/pengedar adalah masalah yang 
harus dipertimbangkan. Hukuman 
 
 
terhadap kepemilikan obat-obatan yang 
berhubungan dengan pelanggaran tersebut 
biasanya mengakibatkan pencabutan hak 
kerja. 
Mengemudi dalam keadaan mabuk atau di 
bawah pengaruh obat-obatan  
60. Ketika driver yang di hukum karena 
mengemudi atau di denda atas kendaraan 
bermotor yang berada di bawah pengaruh 
obat-obatan terlarang atau minuman keras, 
kebijakan harus dibuat antara pelanggaran 
berkomitmen di dalam dan di luar 
lapangan kerja mengingat kendaraan 
tersebut dapat digunakan secara pribadi. 
Namun, setiap dugaan terhadap tindakan 
mengemudi di dalam keadaan mabuk atau 
di bawah pengaruh obat-obatan akan 
diambil tindakan serius. Jika diyakinkan 
adanya pelanggaran yang menyebabkan 
dicabutnya izin mengemudi oleh pihak 
berwajib, maka harus dipertimbangkan 
pula pencabutan akun driver GrabCar 
tanpa melihat hukuman yang dijatuhkan 
oleh pengadilan. 
Pelanggaran besar lainnya dalam mengemudi 
1. Mengemudi yang membahayakan dan 
menyebabkan kematian. 
2. Mengemudi yang membahayakan 
(ditentukan oleh polisi). 
3. Kecerobohan dalam mengemudi yang 
menyebabkan kematian. 
 
 
4. Mengemudi dengan ceroboh yang 
menyebabkan kematian dikarenakan 
berada dalam pengaruh obat-obatan 
terlarang atau minuman keras. 
Akun dibekukan 
sementara atau 
dikeluarkan dari 
GrabCar 
5. Mengemudi dengan ceroboh yang tindakan  
pelanggaran ditentukan oleh polisi. 
6. Tidak melaporkan kejadian atau lari dari 
tanggung jawab. 
Tabel 2.1 
3.  Semua sanksi di atas tidak dapat diganggu gugat 
4.  Tim keamanan dan krisis perlu diberitahukan dengan segera bila terjadi 
pelanggaran  
5.  Siap bekerjasama dengan pihak kepolisian dan pihak berwajib terkait.51 
 
C. Evenement Terhadap Konsumen PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya 
Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
memunculkan berbagai inovasi baru di bidang industri barang dan/atau jasa. 
Salah satu inovasi baru di bidang industri jasa adalah pengangkutan umum 
dengan menggunakan aplikasi internet sebagaimana telah dioperasikan oleh 
perusahaan transportasi jalan online, salah satunya Grab. Terlepas dari adanya 
transportasi online, harapannya adalah mendapatkan kenyamanan dan 
keselamatan jiwa bagi penumpangnya. 
Sesuai dengan visinya dan yang selama ini dianggap memudahkan 
bagi masyarakat ternyata tidak selamanya memberikan kenyamanan bagi 
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konsumennya. Benturan kepenting yang muncul dari fenomena transportasi 
online dewasa ini bahkan telah berujung pada kejadian tidak terduga/tidak 
diinginkan atau disebut evenement. Pada saat penumpang yang menggunakan 
setiap transportasi online kemungkinan besar adalah penumpang mengalami 
kejahatan atau kecelakaan.
52
 
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa evenement seperti: 
1. Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada penumpang 
2. Driver ugal-ugalan di jalan 
3. Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan 
4. Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku 
5. Akun aplikasi penumpang dibekukan 
6. Driver  meminta untuk cancel pesanan 
7. Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi. 
Beberapa kejadian tidak terduga yang terjadi pada konsumen. Hal itu 
terlihat pada hasil wawancara berikut yang telah penulis ringkas dalam tabel: 
Nama Responden: Rahma 
No Evenement Ya Tidak 
1 Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada 
penumpang 
   
2 Driver ugal-ugalan di jalan    
3 Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan    
4 Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku    
5 Akun aplikasi penumpang dibekukan    
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6 Driver meminta untuk cancel pesanan    
7 Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi    
 
Dari pernyataan di atas telah jelas, penumpang merasa resah akibat 
ulah driver yang merugikan penumpang. Dan driver juga telah melanggar 
kode etik. 
      Nama Responden: Mulya 
No Evenement Ya Tidak 
1 Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada 
penumpang 
   
2 Driver ugal-ugalan di jalan    
3 Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan    
4 Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku    
5 Akun aplikasi penumpang dibekukan    
6 Driver meminta untuk cancel pesanan    
7 Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi    
 
Dari pernyataan di atas telah jelas, penumpang merasa resah akibat 
ulah driver yang ugal-ugalan di jalan ketika sedang mengendarai 
kendaraan. Dan driver juga telah melanggar kode etik. 
      Nama Responden: Yuliana 
No Evenement Ya Tidak 
1 Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada 
penumpang 
   
2 Driver ugal-ugalan di jalan    
3 Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan    
 
 
4 Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku    
5 Akun aplikasi penumpang dibekukan    
6 Driver meminta untuk cancel pesanan    
7 Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi    
 
Dari pernyataan di atas telah jelas, penumpang merasa resah akibat 
ulah driver yang tidak mengantarkan penumpang sampai tujuan sehingga 
merugikan penumpang. Dan driver juga telah melanggar kode etik. 
      Nama Responden: Susi 
No Evenement Ya Tidak 
1 Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada 
penumpang 
   
2 Driver ugal-ugalan di jalan    
3 Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan    
4 Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku    
5 Akun aplikasi penumpang dibekukan    
6 Driver meminta untuk cancel pesanan    
7 Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi    
 
Dari pernyataan di atas telah jelas, penumpang merasa tertipu 
karenna promo yang dipromosikan ternyata tidak berlaku.  
      Nama Responden: Husnia 
No Evenement Ya Tidak 
1 Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada 
penumpang 
   
2 Driver ugal-ugalan di jalan    
3 Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan    
 
 
4 Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku    
5 Akun aplikasi penumpang dibekukan    
6 Driver meminta untuk cancel pesanan    
7 Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi    
 
Dari pernyataan di atas telah jelas, penumpang merasa rugi karena 
akun miliknya telah dibekukan untuk sementara sehingga tidak bisa 
dipakai.  
Nama Responden: Mery 
No Evenement Ya Tidak 
1 Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada 
penumpang 
   
2 Driver ugal-ugalan di jalan    
3 Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan    
4 Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku    
5 Akun aplikasi penumpang dibekukan    
6 Driver meminta untuk cancel pesanan    
7 Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi    
 
Dari pernyataan di atas telah jelas, penumpang merasa kecewa 
karena sudah menunggu lama tetapi driver meminta untuk cancel pesanan. 
 
      Nama Responden: Siska 
No Evenement Ya Tidak 
1 Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada 
penumpang 
   
2 Driver ugal-ugalan di jalan    
 
 
3 Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan    
4 Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku    
5 Akun aplikasi penumpang dibekukan    
6 Driver meminta untuk cancel pesanan    
7 Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi    
Tabel 2.2 
Dari pernyataan di atas telah jelas, konsumen merasa dirugikan 
karena ketidaksesuaian harga aplikasi dengan praktek lapangan. Karena 
dalam hukum Islam, akad kesepakatan harus dilakukan di awal, bukan di 
akhir. 
Dari beberapa konsumen yang berhasil saya wawancarai sudah 
cukup mewakili bahwa transportasi online Grab yang selama ini dirasa 
memberikan kenyamanan dan keselamatan jiwa bagi penumpangnya 
sesuai dengan visinya, tetapi tidak selamanya memberikan kenyamanan 
bagi konsumennya. Tetapi, menurut pihak Grab, perusahaan PT. Grab 
Indonesia Cabang Surabaya sudah membuat kode etik yang harus dipatuhi 
oleh mitra pengemudi/driver dan telah disepakati bersama. Sehingga, 
apabila terjadi evenement pada konsumen, pihak Grab melayani fasilitas 
pengaduan pada aplikasi dan akan berdampak langsung pada mitra 
pengemudi/driver. 
PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya dalam usahanya memiliki 
beberapa produk layanan jasa diantaranya: GrabCar, GrabShare, 
GrabBike, GrabTaxi, GrabHitc, GrabFood dan GrabExpress. 
 
 
Kemudian peneliti mencoba melakukan wawancara terhadap salah 
satu driver: 
“Jika saya menerima pemesanan GrabFood, tidak jarang kalau 
harga yang tertera pada aplikasi ternyata berbeda dengan yang ada di 
rumah makan tersebut. Ini dikarenakan harga makanan ditambah 
dengan biaya parkir. Terkadang juga memang sudah naik dari 
penjualnya. Sehingga konsumen kaget ketika saya memberikan struk 
pemesanan GrabFood tersebut. Yang benar haganya yang harus 
dibayar oleh konsumen yaitu dari harga struck yang diberikan oleh 
rumah makan, bukan dari aplikasi. Yang saya takutkan adalah 
penilaian konsumen terhadap pelayanan saya karena akan 
mempengaruhi komisi yang diberikan oleh pihak Grab kepada saya. 
Selain itu, tarif ongkos kirim GrabFood ini sesuai aplikasi, yang saya 
dapatkan juga sedikit, padahal jarak yang ditempuh terkadang jauh 
sekali”.53 
Lain halnya yang dituturkan oleh driver Grab: 
“Tidak jarang penumpang yang saya temui itu bayarnya 
menggunakan promo, misalnya seharusnya bayar tunai senilai 
Rp.25.000 ada kode promo jadi bayarnya tinggal Rp.5.000 itu saya 
rasa miris sekali, selain jarak yang saya tempuh jauh sekali tetapi 
penumpang hanya membayar tunai senilai Rp.5.000 karena 
menggunakan kode promo. Dan sisanya akan dibayar oleh perusahaan 
dalam waktu sepekan baru bisa dicairkan uangnya. Saya menjadi 
driver Grab karena saya sudah tidak memiliki pekerjaan lagi jadi 
menjadi driver Grab ini untuk menghidupi istri dan anak saya. Belum 
lagi beli pulsa untuk paket data dan pulsa untuk menghubungi 
pelanggan”.54 
Dari hasil yang telah dikemukakan oleh kedua pengendara ini telah 
mewakili bahwa efektivitas dalam aplikasi Grab dengan lapangan 
masih perlu pertimbangan mengingat profesi sebagai sebagai mitra 
pengendara/driver Grab tidak hanya menjadi pekerjaan sampingan 
melainkan menjadi pekerjaan utama bagi mereka. 
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Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 
perusahaan PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya ialah: 
“Di dalam aplikasi Grab terdapat layanan pusat bantuan 
diantaranya: seputar perjalanan bersama Grab, GrabRewards dan 
promo, GrabPay dan pembayaran, akun dan pengaturan, keselamatan 
dan kecelakaan, barang tertinggal, kendala pada aplikasi, GrabFood, 
Grab for business, panduan layanan Grab, tentang kami, for English-
speaking help. Dari layanan pusat bantuan tersebut, konsumen dapat 
menggunakannya ketika mengalami hal yang tidak 
terduga/diinginkan. Dengan begitu kami akan menindaklanjuti ketika 
terjadi evenement terhadap penumpang”.55 
Adapun mengenai kode promo yang di iklankan tidak berlaku, 
ketika peneliti mewawancarai pihak call center: 
“Kode promo yang di iklankan tidak berlaku karena kode promo 
tersebut ada masa tenggangnya, sehingga jika sudah tidak berlaku 
maka kode promo tersebut memang sudah kadaluwarsa jadi tidak bisa 
digunakan lagi”.56 
Terkait dengan akun pelanggan yang dibekukan yaitu: 
“Grab menerapkan beberapa kebijakan yang harus dipatuhi 
oleh penumpang maupun mitra pengemudi. Demi mencegah 
timbulnya kasus dalam ranah hukum, kami perlu memperjelas aturan 
umum yang wajib dipenuhi terkait pemblokiran/pembekuan akun 
penumpang.  
a. 1 Akun untuk 1 handphone. Setiap penumpang hanya 
diperbolehkan membuat 1 akun dalam 1 handphone. Apabila 
pengguna lama, silahkan login dengan email Google/akun 
Facebook dan nomor telepon yang sama. Apabila pengguna baru, 
harap daftar menggunakan email Google/Facebook yang masih 
aktif. Jika terpaksa ingin mengganti email/nomor telepon di 
aplikais Grab, silahkan menggantinya dalam menu profil (dengan 
menekan logo atau foto) sebelum log out. Tips: 1. Tidak login 
dengan email yang sama namun berbeda nomor telepon. 2. Tidak 
membuat akun baru berulang-ulang dalam 1 handphone. 3. Tidak 
memodifikasi (root) handphone. 
                                                          
55
 Stand Grab, Wawancara, 3 Desember 2017. 
56
 Call Center, Wawancara, 4 Desember 2017.  
 
 
b. Terdapat tunggakan (tunai/GrabPay) dari perjalanan sebelumnya. 
Ada kalanya biaya perjalanan sebelumnya tidak diterima oleh mitra 
pengemudi sepenuhnya. Tips: 1. Pastikan saldo GrabPay/kartu 
kredit cukup sebelum dipotong promo. 2. Periksa kembali metode 
pembayaran yang digunakan sebelum membuat pemesanan. 3. 
Pastikan kartu kredit belum kadaluwarsa (expired). 
c. Sering membatalkan pemesanan. Mitra pengemudi bekerja keras 
untuk menyelesaikan perjalanan setiap harinya. Penumpang yang 
sering membatalkan pemesanan terutama ketika mitra pengemudi 
telah tiba di titik penjemputan, kemungkinan besar akunnya akan 
dinonaktifkan. Tips: 1. Tidak membatalkan pesanan lebih dari 2X 
dalam sehari. 2. Beritahu mitra pengemudi apabila ingin 
membatalkan pemesanan sesegera mungkin. 3. Apabila mitra 
pengemudi meminta untuk membatalkan pemesanan, pelanggan 
berhak untuk tidak melakukannya.
57
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BAB IV 
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP 
EVENEMENT  PADA TRANSPORTASI ONLINE PT. GRAB INDONESIA 
CABANG SURABAYA 
 
A. Analisis Praktik Evenement Konsumen Pada Transportasi Online PT. 
Grab Indonesia Cabang Surabaya 
Perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
memunculkan berbagai inovasi baru di bidang industri barang dan/atau jasa. 
Salah satu inovasi baru di bidang industri jasa adalah pengangkutan umum 
dengan menggunakan aplikasi internet sebagaimana telah dioperasikan oleh 
perusahaan transportasi jalan online, salah satunya Grab. Terlepas dari adanya 
transportasi online, harapannya adalah mendapatkan kenyamanan dan 
keselamatan jiwa bagi penumpangnya. Sesuai dengan visinya dan yang 
selama ini dianggap memudahkan bagi masyarakat ternyata tidak selamanya 
memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Benturan kepenting yang 
muncul dari fenomena transportasi online dewasa ini bahkan telah berujung 
pada kejadian tidak terduga/tidak diinginkan atau disebut evenement. Pada 
saat penumpang yang menggunakan setiap transportasi online kemungkinan 
 
 
besar adalah penumpang mengalami kejahatan atau kecelakaan.
58
 Fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa evenement seperti: 
1. Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada penumpang 
2. Driver ugal-ugalan di jalan 
3. Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan 
4. Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku 
5. Akun aplikasi penumpang dibekukan 
6. Driver  meminta untuk cancel pesanan 
7. Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi. 
Beberapa kejadian yang terjadi sehingga sebagai konsumen, mereka 
merasa resah. 
1. Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku. Promosi adalah 
kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang 
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang 
dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
59
 Dalam dunia 
bisnis, promosi, iklan, dan/atau penawaran atas barang/dan atau jasa 
memiliki fungsi yang sangat penting. Suatu cara yang selalu dipakai 
oleh pelaku usaha untuk menarik minat konsumen selain obral atau 
lelang adalah melalui promosi, iklan dan/atau penawaran. Dimana 
pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau 
mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan harga atau tarif khusus 
dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak 
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bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah 
yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
60
 
2. Konsumen tidak diantarkan sampai tujuan. Driver tidak mengantarkan 
penumpang sampai pada tujuan sehingga menyalahi kode etik driver 
pada poin nomor 27 yang berbunyi: menurunkan penumpang bukan di 
lokasi tujuan. Maka driver akan dikenakan ancaman denda yaitu 
Rp.500.000. 
3. Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada penumpang. Jika terjadi 
pengaduan dari penumpang kepada perusahaan PT. Grab Indonesia 
yaitu pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada konsumen maka 
driver akan berakibat dikeluarkan dari GrabCar dan saldo dianggap 
hangus. Hal ini sesuai dengan kode etik driver Grab poin 40 yang 
berbunyi: bersikap tidak sopan dan kasar terhadap penumpang. Dan 
juga pada poin 51 yang berbunyi: menghina, melecahkan dan 
mengintimidasi penumpang secara SARA atau secara seksual, baik 
secara langsung ataupun tidak langsung (SMS, Telp atau Email). 
4. Driver ugal-ugalan di jalan. Jika terjadi pengaduan dari penumpang 
kepada perusahaan PT. Grab Indonesia bahwa driver ugal-ugalan di 
jalan maka sesuai dengan kode etik driver Grab poin 32 yang 
berbunyi: terbukti mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan maka 
akan berakibat denda yang dikenakan kepada driver yaitu Rp.700.000 
dan juga poin nomor 53 yang berbunyi: menyebabkan penumpang 
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cedera karena kelalaian atau perilaku yang disengaja. Maka driver 
akan berakibat dikeluarkan dari GrabCar dan saldo dianggap hangus. 
5. Driver meminta untuk cancel pesanan. Sesuai dengan kode etik driver 
Grab poin nomor 12 yang berbunyi: membatalkan pesanan tanpa 
alasan jelas atau tanpa menginformasikan penumpang. Maka sanksi 
yang akan diterima oleh driver yaitu denda Rp.300.000. 
6. Akun penumpang yang dibekukan. Di dalam panduan penumpang 
Grab terdapat poin yang menjelaskan bahwa etika dan kejujuran di 
setiap transaksi penumpang dilarang untuk sering membatalkan 
pesanan. Jika itu dilanggar maka akan berakibat akun konsumen 
dibekukan. 
7. Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi. Dimana ketika 
konsumen menggunakan jasa pelayanan GrabFood, di dalam aplikasi 
tertera harga yang harus dibayar konsumen kepada driver. Namun 
pada kenyataannya konsumen mengeluhkan harga GrabFood yang 
dibayarkan kepada driver tidak sesuai dengan aplikasi disebabkan 
karena ada tambahan biaya parkir dan terkadang juga harga makanan 
dari resto tersebut naik namun tanpa sepengetahuan dan laporan 
perusahaan PT. Grab Indonesia. 
8. Jika penulis analisis terkait evenement yang dialami oleh penumpang 
Grab, tanggung jawab berupa ganti rugi yang diberikan konsumen 
masih sebatas permintaan maaf terhadap penumpang atas tindakan 
driver Grab, yang disampaikan melalui e-mail penumpang ketika 
 
 
terjadi pengaduan. Dan ketika penumpang mengadukan evenement 
kepada perusahaan maka akan berdampak langsung kepada driver 
Grab sebagaimana yang tertera dalam kode etik driver Grab. 
 
B. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Terhadap Evenement Pada Transportasi Online PT. Grab Indonesia 
Cabang Surabaya 
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Evenement  Pada Transpotasi Online 
PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya 
Ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa nas al-Qur‟an dan hadis Nabi 
selain menunjukkan hukum melalui bunyi bahasanya juga melalui ruh tasrh’i 
atau maqāṣīd al-sharī’ah (tujuan hukum). Berangkat dari maqāṣīd al-
sharī’ah, maka istinbat hukum dapat dikembangkan untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan yang tidak terjawab oleh kandungan kebahasan 
dalam al-Qur‟an dan hadith melalui qiyās, iṣtihsān, maṣlahah mursalah, dan 
„urf  yang juga dapat disebut sebagai dalil. Abdul Wahhab Khallaf dalam 
bukunya Ilmu Ushul Fiqh menegaskan pentingnya mengetahui tujuan umum 
hukum syariat karena dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami nas 
dan penerapannya terhadap peristiwa yang tidak ada hukumnya. 
Tujuan umum dari hukum syāri’at adalah untuk merealisasikan 
kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari 
mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya 
lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dengan kelima 
 
 
perkara inilah manusia manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia. 
Menurut Imam Syaitibi, kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum 
Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan 
Ḍarūriyyat, Hajiyyat, Taḥsiniyyat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, jika tiga 
peringkat kebutuhan masing-masing Ḍarūriyyat, Hajiyyat, Taḥsiniyyat telah 
dipenuhi secara sempurna berarti telah terealisasi kemaslahatan manusia yang 
merupakan tujuan hukum syāri’at. 
Dalam hukum Islam jika ditinjau dari ushul fiqh praktek yang 
dijalankan oleh perusahaan PT. Grab Indonesia cabang Surabaya ini sesuai 
dengan misinya sesuai dengan tujuan umum dari hukum syari‟at atau 
maqāṣīd sharī’ah yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia 
dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Adanya jasa 
transportasi online memberikan kemudahan bagi konsumen dan 
mendatangkan rezeki bagi pengemudi.  
Jika peneliti analisis dengan ushul fiqh menggunakan maqāṣīd al-
sharī’ah kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam yang kelima 
yaitu memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta 
dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain: 
1. Memelihara harta dalam tingkat ḍarūriyyat, seperti disyāri’atkannya tata 
cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara 
yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan 
harta. Jika penulis meneliti dalam kasus evenement yang dialami 
 
 
penumpang Grab kaitannya dalam tingkat ḍarūriyyat yaitu konsumen tidak 
diantarkan sampai pada tujuan. 
2. Memelihara harta dalam tingkat Hajiyyat, seperti disyāri’atkannya jual 
beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan 
mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang 
membutuhkan modal. Lalu jika penulis kaitkan dengan kasus evenement 
yang dialami penumpang Grab kaitannya dalam tingkat ḥajiyyat yaitu 
harga GrabFood yang harus dibayarkan oleh konsumen tidak sesuai 
dengan aplikasi artinya tidak sesuai dengan akad. 
3. Memelihara harta dalam tingkat taḥsiniyyat, seperti adanya ketentuan agar 
menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan 
masalah etika bermu’amalah atau etika bisnis. jika penulis kaitkan dengan 
kasus evenement yang dialami penumpang Grab kaitannya dalam tingkat 
yaitu tarif promo yang dipromosikan/diiklankan tidak berlaku dan driver 
yang meminta untuk cancel padahal penumpang sudah menunggu dan 
driver sudah menyanggupi untuk menjemput sehingga penumpang merasa 
dibohongi dan dikecewakan oleh driver. 
2. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Terhadap Evenement Pada PT. Grab Indonesia Cabang 
Surabaya 
Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dalam kehidupan 
manusia di dunia tidak lepas dari manusia lainnya. Dalam hal ini di bidang 
bisnis antara pelaku usaha dan konsumen seperti jasa transportasi online.  
 
 
Di dalam usaha jasa transportasi online, kemungkinan terjadinya 
evenement menyebabkan keresahan bagi konsumen selaku pengguna jasa 
transportasi online. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa evenement 
yang dialami penumpang yaitu: 
1. Tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku. Di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
disebutkan adanya larangan terkait dengan promosi, iklan, dan 
penawaran. Suatu cara yang selalu dipakai oleh pelaku usaha untuk 
menarik minat konsumen selain obral atau lelang adalah melalui 
promosi, iklan dan/atau penawaran. Pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, 
mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan 
harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika 
pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya 
sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, 
atau diiklankan.
61
 Dalam dunia bisnis, promosi, iklan, dan/atau 
penawaran atas barang/dan atau jasa memiliki fungsi yang sangat 
penting. Sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 
angka 6 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999, promosi adalah 
kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang 
dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang 
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dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
62
 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana 
pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami 
konsumen. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian 
konsumen atas produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dan wajib 
memenuhi jaminan sesuai yang diperjanjikan. 
2. Penumpang tidak diantarkan sampai tujuan. Asas keamanan dan 
keselamatan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tidak lain dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau 
digunakan. Jaminan atas keamanan dan keselamatan ini merupakan 
hak konsumen. Jaminan tersebut diberikan oleh Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 dengan cara merumuskan sejumlah pasal 
yang berisi tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila 
dikemudian hari terbukti bahwa hak konsumen atas keamanan dan 
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak 
terpenuhi. Dengan kalimat sederhana: “siapa yang melakukan, dia 
harus bertanggung jawab”.63 
Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian 
yang diderita oleh konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi yaitu: 
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Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas 
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. 
 Bentuk ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau 
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 
dihasilkan atau diperdagangkan dijelaskan melalui Pasal 19 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni dapat berupa 
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pemberian ganti rugi 
dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
transaksi. 
3. Pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada penumpang. Asas 
keamanan dan keselamatan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 tidak lain dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas 
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 
pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau 
digunakan. Jaminan atas keamanan dan keselamatan ini merupakan 
hak konsumen. Jaminan tersebut diberikan oleh Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 dengan cara merumuskan sejumlah pasal yang 
berisi tentang tanggung jawab pelaku usaha apabila dikemudian hari 
 
 
terbukti bahwa hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa tidak terpenuhi.
64
 Secara umum, 
tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh 
konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999. Bentuk ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dijelaskan melalui Pasal 19 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.  
4. Driver ugal-ugalan di jalan. Asas keamanan dan keselamatan 
konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tidak lain 
dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 
pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Jaminan 
atas keamanan dan keselamatan ini merupakan hak konsumen. 
Jaminan tersebut diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
dengan cara merumuskan sejumlah pasal yang berisi tentang tanggung 
jawab pelaku usaha apabila dikemudian hari terbukti bahwa hak 
konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa tidak terpenuhi.
65
 
5. Driver meminta untuk cancel pesanan. Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 menentukan bahwa perlindungan konsumen 
berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan 
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keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Terkait dengan 
evenement yang dialami oleh penumpang yaitu Driver meminta untuk 
cancel pemesanan, berdasarkan asas keadilan dimaksudkan agar 
partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan 
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas 
ini dapat dijadikan sebagai acuan driver  Grab. 
6. Akun penumpang yang dibekukan. Sejalan dengan asas-asas 
perlindungan konsumen, perlindungan konsumen memiliki tujuan 
sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999, antara lain: 
a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri. 
a. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa. 
b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. 
c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. 
 
 
d. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barangg dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
Sesuai dengan poin b, perusahaan seharusnya memiliki 
keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi 
bagi konsumen. 
7. Harga GrabFood tidak sesuai dengan aplikasi. Pasal 16 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana pelaku usaha dalam 
menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk: 
a. Tidak menepati pesananan dan/atau kesepakatan waktu penyeleaian 
sesuai dengan yang dijanjikan 
b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.66 
  Sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999, pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan 
adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 
mengenai adanya unsur kesalahan. Dengan demikian, tanggung 
jawab pelaku usaha terbagi dalam 2 (dua) aspek, yakni aspek 
perdata (hukum privat) dan aspek pidana (hukum publik). 
  Syarat penting yang akan menentukan siapa yang harus 
bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 
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dihasilkan atau diperdagangkan adalah kepada siapa kesalahan itu 
dipertanggung jawabkan. Dalam konteks hukum perdata 
berdasarkan BW, unsur kesalahan merupakan syarat mutlak, di 
mana atas kesalahan tersebut pembuatan melanggar hukum harus 
mengganti segala kerugian.
67
 Dengan demikian, dapat 
dipertanggungjawabkan atau tidak dapat 
dipertanggungjawabkannya ditentukan oleh ada tidaknya kesalahan 
pada dirinya. Apabila kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian 
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang 
dihasilkan atau diperdagangkan bukan merupakan kesalahan pelaku 
usaha, dan hal ini dapat dibuktikan secara sah, maka pelaku usaha 
dapat dikatakan tidak bersalah serta tidak dapat dibebani ganti 
kerugian. 
 Sampai sejauh mana seorang pelaku usaha dibebani kewajiban 
untuk memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau 
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan? Hal ini dijawab oleh 
ketentuan Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
yang menyatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan 
bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen”. 
 Sesuai ketentuan tersebut, beban kewajiban pelaku usaha untuk 
memberi ganti kerugian tergantung pada unsur kesalahan. Apabila 
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pelaku usaha bisa membuktikan secara sah bahwa kerusakan, 
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan bukan 
merupakan keslahannya, pelaku usaha dibebaskan dengan adagium 
geen straf zonder schuld, atau “tidak ada pidana tanpa ada 
kesalahan”. Mengacu pada konteks Pasal 19 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999, apabila pelaku usaha hendak 
melepaskan diri dari tanggung jawab berdasarkan alasan adanya 
kesalahan (schuld) pada diri konsumen itu sendiri, pelaku usaha 
dibebani kewajiban untuk melakukan pembuktian. 
 Tanggung jawab yang berkaitan dengan bidang usaha 
perdagangan jasa dalam konteks perlindungan konsumen diatur 
dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana 
pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi 
jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang 
diperjanjikan. Sebagai bidang usaha yang bergerak dalam bidang 
jasa angkutan, perusahaan pengangkutan umum yang 
menggunakan media internet tunduk kepada peraturan tersebut, 
tunduk pada kewajiban pemenuhan jaminan dan/atau garansi yang 
disepakati dan/atau yang diperjanjikan. 
 Jika penulis analisis terkait evenement yang dialami oleh 
penumpang Grab, tanggung jawab berupa ganti rugi yang diberikan 
konsumen masih sebatas permintaan maaf terhadap penumpang 
 
 
atas tindakan driver Grab, yang disampaikan melalui e-mail 
penumpang ketika terjadi pengaduan. Dan ketika penumpang 
mengadukan evenement kepada perusahaan maka akan berdampak 
langsung kepada driver Grab sebagaimana yang tertera dalam kode 
etik driver Grab. 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, 
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 
1. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa evenement yang terjadi pada 
konsumen PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya yaitu tarif promo 
yang dipromosikan tidak berlaku, penumpang tidak diantarkan sampai 
tujuan, pelecehan yang dilakukan oleh driver kepada penumpang, 
driver ugal-ugalan di jalan, driver meminta cancel pesanan, akun 
konsumen yang dibekukan, dan harga GrabFood tidak sesuai dengan 
aplikasi. 
2. Dalam hukum Islam, praktek yang dijalankan oleh perusahaan PT. 
Grab Indonesia Cabang Surabaya ini sesuai dengan misinya sesuai 
dengan tujuan umum dari hukum syari’at atau maqas}id al-syari|’ah, 
yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan 
mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Adanya jasa 
transportasi online memberikan kemudahan bagi konsumen dan 
mendatangkan rezeki bagi pengemudi. Ketika terjadi evenement pada 
konsumen PT. Grab Indonesia, pihak perusahaan telah memfasilitasi 
layanan pengaduan yang terdapat dalam aplikasi Grab yaitu pusat 
 
 
bantuan. Dengan adanya pengaduan dari konsumen maka PT. Grab 
Indonesia Cabang Surabaya akan menindaklanjuti adanya pengaduan 
dari konsumen. Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan 
konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan 
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam 
penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau digunakan. Secara umum, tanggung jawab pelaku 
usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen diatur dalam 
ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999. Jika penulis analisis terkait evenement yang dialami oleh 
penumpang Grab, tanggung jawab berupa ganti rugi yang diberikan 
konsumen masih sebatas permintaan maaf terhadap penumpang atas 
tindakan driver Grab, yang disampaikan melalui e-mail penumpang. 
Dan akan berdampak langsung kepada driver Grab sebagaimana yang 
tertera dalam kode etik driver Grab. 
 
B. Saran 
Perusahaan PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya segera 
membenahi aplikasi yang menjadi sumber transaksi antara mitra 
pengemudi/driver dengan konsumen. Karena dengan aplikasi, akad 
yang dijalankan oleh perusahaan akan diketahui di awal, sehingga 
tidak menimbulkan kerugian bagi mitra pengemudi/driver maupun 
konsumen. 
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